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ABSTRAK

Hukum pembuktian merupakan bagian fundamental dalam sistem peradilan yang berfungsi
untuk mencari kebenaran materiil dalam proses penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis konsep, teori, dan implementasi hukum pembuktian dalam sistem peradilan
Indonesia, khususnya dalam ranah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pembuktian di Indonesia diatur
secara berbeda antara hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, dengan prinsip-prinsip
dan sistem pembuktian yang khas. Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam
penerapan hukum pembuktian, termasuk perbedaan interpretasi, keterbatasan alat bukti
elektronik, dan minimnya pemahaman tentang beban pembuktian. Penelitian ini
merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak

hukum, dan adaptasi hukum pembuktian terhadap perkembangan teknologi informasi.

Kata Kunci: Hukum Pembuktian, Alat Bukti, Beban Pembuktian, Sistem Peradilan,

Kebenaran Materiil

ABSTRACT

The law of evidence is a fundamental part of the judicial system that functions to seek material
truth in the process of settling cases. This study aims to analyze the concepts, theories, and
implementation of evidentiary law in the Indonesian judicial system, particularly in the realm
of civil, criminal, and state administrative law. The research method used is normative juridical
with statutory and conceptual approaches. The results show that evidentiary law in Indonesia
is regulated differently between civil, criminal, and state administrative law, with distinctive
principles and evidentiary systems. In practice, there are various challenges in applying

evidentiary law, including differences in interpretation, limitations of electronic evidence, and



lack of understanding about the burden of proof. This study recommends the need for
regulatory harmonization, capacity building of law enforcement officials, and adaptation of

evidentiary law to information technology developments.

Keywords: Law of Evidence, Evidence, Burden of Proof, Judicial System, Material Truth

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pembuktian merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang adil dan
berkeadilan. Dalam setiap proses persidangan, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara,
pembuktian menjadi instrumen vital untuk mengungkap kebenaran materiil dan memberikan
kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Tanpa sistem pembuktian yang jelas dan
terstruktur, proses peradilan akan kehilangan objektivitasnya dan berpotensi menimbulkan

ketidakadilan.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur sistem pembuktian dalam berbagai peraturan
perundang-undangan. Hukum acara perdata mengatur pembuktian dalam Herziene Indonesisch
Reglement (HIR) dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg), sementara hukum
acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan hukum
acara tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan
terhadap praktik pembuktian di pengadilan. Munculnya alat bukti elektronik, digitalisasi
dokumen, dan transaksi digital menuntut adaptasi sistem hukum pembuktian yang ada.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
telah mengakomodasi keberadaan alat bukti elektronik, namun implementasinya masih

menghadapi berbagai tantangan dalam praktik peradilan.

Permasalahan dalam hukum pembuktian tidak hanya terkait dengan jenis alat bukti, tetapi juga
menyangkut beban pembuktian, kekuatan pembuktian, dan sistem pembuktian yang dianut.

Perbedaan pengaturan antara hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara menunjukkan



kompleksitas sistem hukum pembuktian di Indonesia. Dalam hukum perdata, sistem
pembuktian cenderung bersifat negatif-legalistik, sementara dalam hukum pidana menganut

sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana konsep dan teori hukum pembuktian dalam sistem peradilan Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan dan implementasi hukum pembuktian dalam hukum perdata,
pidana, dan tata usaha negara?

3. Apa saja tantangan dan kendala dalam penerapan hukum pembuktian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konsep dan teori hukum pembuktian dalam sistem peradilan Indonesia.

2. Mendeskripsikan pengaturan dan implementasi hukum pembuktian dalam hukum
perdata, pidana, dan tata usaha negara.

3. Mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam penerapan hukum pembuktian di

Indonesia serta memberikan rekomendasi solusi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis,
penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum
pembuktian. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi praktisi hukum,
akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan mengembangkan sistem hukum

pembuktian di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pembuktian



Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang cara-cara
membuktikan suatu peristiwa atau keadaan hukum dalam proses persidangan. Menurut
Subekti, hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara yang memuat aturan-aturan
tentang cara bagaimana suatu pithak mempertahankan haknya di hadapan pengadilan.
Pembuktian dalam konteks hukum acara bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim

tentang kebenaran suatu peristiwa atau fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan atau gugatan.

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang
berisikan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang wuntuk
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Definisi ini menunjukkan bahwa
hukum pembuktian tidak hanya mengatur tentang alat-alat bukti, tetapi juga tentang prosedur

dan tata cara penggunaan alat bukti tersebut dalam persidangan.

Dalam perspektif yang lebih luas, hukum pembuktian mencakup tiga aspek penting, yaitu:
pertama, aspek formil yang mengatur tentang tata cara pengajuan bukti; kedua, aspek materiil
yang mengatur tentang jenis dan kekuatan alat bukti; dan ketiga, aspek filosofis yang berkaitan

dengan tujuan pembuktian untuk mencapai kebenaran dan keadilan.

B. Teori Kebenaran dalam Hukum Pembuktian

Dalam hukum pembuktian, terdapat dua konsep kebenaran yang menjadi acuan, yaitu
kebenaran formil dan kebenaran materiil. Kebenaran formil (formele waarheid) adalah
kebenaran yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai
dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kebenaran ini bersifat relatif karena

terbatas pada apa yang dapat dibuktikan dalam persidangan.

Kebenaran materiil (materiele waarheid) adalah kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran
yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dalam sistem peradilan pidana,
pencarian kebenaran materiil menjadi prioritas utama karena berkaitan dengan penghukuman

terhadap seseorang yang dapat merampas kebebasan atau bahkan nyawa.

Perbedaan penekanan antara kebenaran formil dan materiil tercermin dalam sistem pembuktian
yang dianut oleh masing-masing ranah hukum. Hukum perdata cenderung mengutamakan

kebenaran formil dengan sistem pembuktian yang kaku, sementara hukum pidana lebih



menekankan pada kebenaran materiil dengan memberikan kebebasan kepada hakim untuk

menilai kekuatan pembuktian.

C. Sistem Pembuktian

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa sistem pembuktian yang dianut oleh berbagai negara,

antara lain:

1. Sistem Pembuktian Positif (Positief Wettelijk Stelsel)

Sistem ini mendasarkan pembuktian semata-mata pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh
undang-undang. Hakim harus memutus perkara berdasarkan alat bukti yang sah, tanpa
mempertimbangkan keyakinannya sendiri. Sistem ini memberikan kepastian hukum yang

tinggi tetapi kurang fleksibel.

2. Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (Negatief Wettelijk Stelsel)

Sistem ini mengharuskan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat
bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Kedua unsur ini harus terpenuhi
secara kumulatif. Sistem ini dianut oleh KUHAP sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 yang
menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-

benar terjadi.

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction Intime)

Sistem ini memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk meyakini kebenaran suatu
peristiwa berdasarkan keyakinannya sendiri, tanpa terikat pada alat bukti yang ditentukan
undang-undang. Sistem ini memberikan kebebasan maksimal kepada hakim tetapi berisiko

subjektif.

4. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis

(Conviction Raisonnee)

Sistem ini mengharuskan hakim untuk memutus perkara berdasarkan keyakinannya yang
didukung oleh alasan-alasan yang logis dan rasional. Hakim tidak terikat pada alat bukti yang

ditentukan undang-undang tetapi harus memberikan pertimbangan yang masuk akal.



D. Alat-Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu
peristiwa atau fakta hukum dalam persidangan. Setiap ranah hukum memiliki pengaturan yang

berbeda mengenai alat bukti.

Dalam Hukum Perdata:

Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata menentukan lima jenis alat bukti, yaitu: bukti

tulisan (surat), bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Dalam Hukum Pidana:

Pasal 184 KUHAP menentukan lima jenis alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli,

surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam Hukum Acara TUN:

Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 menentukan alat bukti yang meliputi: surat atau tulisan,

keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian
hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya

adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan dengan
menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum
pembuktian.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,

khususnya mengenai hukum pembuktian.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
hukum pembuktian seperti HIR, RBg, KUHPerdata, KUHAP, UU No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan TUN, dan UU ITE.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan
hasil penelitian terdahulu.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan

ensiklopedia.
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research),
yaitu mengumpulkan, membaca, dan mencatat serta mengutip data dari berbagai literatur yang

relevan dengan topik penelitian.
E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan
hukum yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.
Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang

bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.



IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Teori Hukum Pembuktian dalam Sistem Peradilan Indonesia

Hukum pembuktian di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh
sejarah hukum kolonial Belanda sekaligus nilai-nilai hukum nasional. Konsep dasar hukum
pembuktian di Indonesia bertumpu pada prinsip bahwa setiap pihak yang mengajukan dalil
atau gugatan harus dapat membuktikan dalilnya tersebut. Prinsip ini sejalan dengan adagium
hukum "ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat" yang artinya barang siapa yang

mendalilkan sesuatu, dialah yang harus membuktikan.

Dalam sistem hukum pembuktian Indonesia, terdapat beberapa prinsip fundamental yang harus
dipahami. Pertama, prinsip audi et alteram partem, yaitu prinsip mendengar kedua belah pihak
secara seimbang. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama
untuk mengajukan dan membuktikan dalil-dalilnya. Kedua, prinsip ne bis in idem, yang dalam
konteks pembuktian berarti suatu fakta yang telah dibuktikan dan diterima dalam suatu perkara

tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara lain yang sama.

Teori kebenaran dalam hukum pembuktian Indonesia mengalami perkembangan seiring
dengan dinamika sistem peradilan. Dalam hukum perdata, kebenaran formil masih
mendominasi karena sifat hubungan hukum perdata yang lebih menekankan pada kepastian
hukum dan perlindungan hak-hak privat. Hakim perdata terikat pada alat-alat bukti yang
diajukan oleh para pihak dan tidak boleh mencari bukti di luar persidangan (ultra petitum

partium).

Sebaliknya, dalam hukum pidana, pencarian kebenaran materiil menjadi tujuan utama. Hal ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan pidana dapat merampas hak asasi manusia yang
paling fundamental, yaitu kebebasan dan bahkan nyawa. Oleh karena itu, hakim pidana
diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menilai alat bukti dan mencari kebenaran yang

sesungguhnya, tidak semata-mata terikat pada bukti formil yang diajukan.

B. Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata

Hukum pembuktian dalam perkara perdata diatur terutama dalam HIR (untuk daerah Jawa dan
Madura), RBg (untuk luar Jawa dan Madura), dan KUHPerdata. Pasal 163 HIR menegaskan

bahwa "barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan



untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus

membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Beban pembuktian dalam hukum perdata mengikuti prinsip yang dianut dalam Pasal 1865
KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai
sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,
menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
Dalam praktiknya, beban pembuktian dapat bergeser (omkering van bewijslast) dalam

keadaan-keadaan tertentu, misalnya dalam perkara wanprestasi.

Alat-alat bukti dalam hukum perdata diatur secara limitatif dalam Pasal 164 HIR dan Pasal
1866 KUHPerdata, yang meliputi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan
sumpah. Hierarki kekuatan pembuktian dalam hukum perdata menempatkan bukti tulisan
(akta) pada posisi tertinggi, khususnya akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian

sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht).

Akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau
di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan pembuktian akta autentik bersifat
sempurna, artinya hakim harus menerima kebenaran yang tercantum dalam akta tersebut
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Berbeda dengan akta autentik, akta di bawah tangan hanya

memiliki kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya.

Bukti saksi dalam hukum perdata memiliki nilai pembuktian yang lebih rendah dibandingkan
bukti tulisan. Pasal 1905 KUHPerdata bahkan membatasi penggunaan bukti saksi dalam
perkara tertentu, khususnya untuk membuktikan perjanjian yang nilainya melebihi jumlah
tertentu. Pembatasan ini bertujuan untuk mendorong para pihak membuat bukti tulisan dalam

setiap transaksi penting.

Persangkaan sebagai alat bukti dibedakan menjadi persangkaan berdasarkan undang-undang
(presumptio iuris) dan persangkaan hakim (feitelijke vermoedens). Persangkaan berdasarkan
undang-undang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, sedangkan persangkaan hakim

merupakan kesimpulan yang ditarik hakim dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

C. Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana



Hukum pembuktian dalam perkara pidana diatur dalam KUHAP, khususnya dalam Pasal 183
sampai dengan Pasal 191. Pasal 183 KUHAP merumuskan sistem pembuktian negatif menurut
undang-undang dengan menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana memerlukan dua unsur
kumulatif: pertama, adanya minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang; dan
kedua, adanya keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang
melakukannya. Kedua unsur ini harus terpenuhi secara bersamaan untuk dapat menjatuhkan

pidana kepada terdakwa.

Alat-alat bukti dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi keterangan
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berbeda dengan hukum
perdata, dalam hukum pidana tidak ada hierarki kekuatan pembuktian yang ketat. Setiap alat

bukti memiliki nilai pembuktian yang sama dan saling melengkapi satu sama lain.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti paling penting dalam pemeriksaan perkara pidana.
Pasal 1 angka 27 KUHAP mendefinisikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu. Keterangan saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat

diterima sebagai alat bukti.

Keterangan ahli menjadi alat bukti yang semakin penting seiring dengan perkembangan
kejahatan yang menggunakan teknologi canggih. Ahli memberikan keterangan berdasarkan
keahlian khusus yang dimilikinya untuk menjelaskan suatu fakta atau keadaan yang
memerlukan pengetahuan khusus. Keterangan ahli dapat disampaikan baik pada tahap

penyidikan maupun di persidangan.

Beban pembuktian dalam hukum pidana pada prinsipnya berada pada penuntut umum yang
harus membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini sejalan dengan asas presumption of innocence
yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Namun, dalam perkara tertentu



seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang, terjadi pembalikan beban pembuktian
(omkering van bewijslast) di mana terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya

bukan berasal dari tindak pidana.

D. Hukum Pembuktian dalam Hukum Tata Usaha Negara

Hukum pembuktian dalam peradilan tata usaha negara memiliki karakteristik khusus karena
berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha negara. Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 mengatur bahwa
hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian
pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti

berdasarkan keyakinan hakim.

Beban pembuktian dalam sengketa TUN memiliki kekhasan. Pasal 107 ayat (1) menyatakan
bahwa gugatan harus dibuktikan dengan adanya alat-alat bukti, namun ayat (2) menyatakan
bahwa tergugat (badan/pejabat TUN) dapat mengajukan bukti tertulis yang mendukung
keabsahan keputusan TUN yang digugat. Dalam praktik, tergugat memiliki beban pembuktian
yang lebih berat karena harus membuktikan bahwa keputusan yang dikeluarkannya telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang

baik (AUPB).

Alat bukti dalam peradilan TUN diatur dalam Pasal 100 yang meliputi surat atau tulisan,
keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Pengetahuan
hakim sebagai alat bukti merupakan kekhasan dalam peradilan TUN. Hakim TUN dapat
menggunakan pengetahuannya sendiri yang diperoleh dari jabatan atau pengalaman sebagai

hakim untuk menilai suatu sengketa, tentu dengan pertimbangan yang cermat dan objektif.

E. Tantangan dan Kendala Penerapan Hukum Pembuktian

Implementasi hukum pembuktian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kendala,

baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun perkembangan teknologi.

1. Keterbatasan Regulasi Alat Bukti Elektronik

Meskipun UU ITE telah mengakui keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik

sebagai alat bukti, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi kendala. Tidak



semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai tentang cara
mengumpulkan, mengamankan, dan menganalisis bukti digital. Standar forensik digital yang
belum seragam juga menjadi kendala dalam menjamin integritas dan autentikasi bukti

elektronik.

2. Perbedaan Interpretasi dan Inkonsistensi Putusan

Perbedaan interpretasi mengenai kekuatan pembuktian alat bukti tertentu sering menimbulkan
inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Hal ini terutama terjadi dalam penilaian keterangan
saksi yang saling bertentangan atau dalam menilai kekuatan petunjuk sebagai alat bukti.
Minimnya yurisprudensi yang konsisten membuat praktisi hukum kesulitan memprediksi hasil

putusan.

3. Keterbatasan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Pemahaman yang terbatas tentang teknis pembuktian, khususnya untuk kasus-kasus yang
melibatkan keahlian khusus seperti kasus keuangan, teknologi informasi, atau kesehatan,
menjadi kendala serius. Tidak semua penyidik, jaksa, atau hakim memiliki kemampuan untuk

memahami bukti-bukti teknis yang kompleks.

4. Akses terhadap Bukti dan Hambatan Administratif

Dalam banyak kasus, pihak yang berperkara mengalami kesulitan untuk memperoleh akses
terhadap bukti-bukti yang relevan, terutama jika bukti tersebut dikuasai oleh pihak lawan atau
pihak ketiga. Hambatan birokrasi dalam permintaan dokumen atau keterangan ahli juga sering

memperlambat proses pembuktian.

5. Isu Keadilan dalam Pembalikan Beban Pembuktian

Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam kasus-kasus tertentu seperti korupsi dan
pencucian uang menimbulkan perdebatan tentang keadilan. Meskipun dimaksudkan untuk
mempermudah pembuktian tindak pidana yang kompleks, mekanisme ini berpotensi

melanggar asas praduga tidak bersalah jika tidak diterapkan secara hati-hati dan proporsional.

6. Kendala dalam Pembuktian Perkara Perdata yang Kompleks



Dalam perkara perdata modern yang melibatkan transaksi bisnis yang kompleks, pembuktian

dengan sistem yang kaku sebagaimana diatur dalam HIR/RBg sering tidak memadai.

Kebutuhan akan bukti akuntansi, analisis ekonomi, atau penilaian aset yang kompleks

memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Hukum pembuktian di Indonesia diatur secara berbeda dalam tiga ranah hukum utama:
perdata, pidana, dan tata usaha negara. Masing-masing memiliki karakteristik, prinsip,
dan sistem pembuktian yang khas sesuai dengan tujuan dan sifat hukum acaranya.
Hukum perdata menganut sistem pembuktian positif dengan penekanan pada kebenaran
formil, hukum pidana menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang
dengan penekanan pada kebenaran materiil, sedangkan hukum tata usaha negara
mengadopsi sistem campuran dengan beban pembuktian yang lebih berat pada pihak
tergugat.

Konsep dan teori hukum pembuktian di Indonesia dipengaruhi oleh warisan hukum
kolonial Belanda yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai hukum nasional.
Prinsip fundamental seperti beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan, sistem
pembuktian yang mengkombinasikan alat bukti legal dan keyakinan hakim, serta
hierarki alat bukti, menjadi karakteristik sistem pembuktian Indonesia.

Implementasi hukum pembuktian dalam praktik menghadapi berbagai tantangan
signifikan, meliputi keterbatasan regulasi untuk bukti elektronik, perbedaan interpretasi
yang menimbulkan inkonsistensi putusan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia,
hambatan akses terhadap bukti, dan isu keadilan dalam penerapan pembalikan beban
pembuktian. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius dari semua
pemangku kepentingan sistem peradilan.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi membawa perubahan paradigma

dalam hukum pembuktian. Meskipun UU ITE telah mengakomodasi keberadaan bukti



elektronik, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut baik dari aspek regulasi,
infrastruktur, maupun kapasitas sumber daya manusia untuk dapat memanfaatkan bukti

elektronik secara optimal dalam proses peradilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan Pembaruan Regulasi

Diperlukan harmonisasi pengaturan hukum pembuktian yang tersebar dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. HIR dan RBg yang telah berusia lebih dari satu abad perlu
diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Pembaruan
regulasi harus mencakup pengaturan yang lebih komprehensif tentang bukti elektronik, standar

forensik digital, dan mekanisme autentikasi bukti digital.

2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim,
jaksa, advokat, dan penyidik tentang teknik pembuktian modern, termasuk pembuktian dalam
kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi, keuangan kompleks, dan keahlian khusus
lainnya. Sertifikasi untuk ahli forensik digital dan ahli-ahli lain yang sering diperlukan dalam

proses pembuktian juga perlu dikembangkan.

3. Pengembangan Infrastruktur Pendukung

Pengadilan perlu dilengkapi dengan infrastruktur teknologi yang memadai untuk menangani
bukti elektronik, termasuk sistem penyimpanan dan presentasi bukti digital yang aman.
Pembentukan laboratorium forensik digital di berbagai wilayah akan sangat membantu dalam

proses pembuktian kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi.

4. Penguatan Mekanisme Akses terhadap Bukti

Perlu dikembangkan mekanisme yang lebih efektif untuk memfasilitasi akses pihak yang
berperkara terhadap bukti-bukti yang relevan, termasuk simplifikasi prosedur permintaan
dokumen dan keterangan ahli. Hal ini penting untuk menjamin prinsip equality of arms dalam

proses peradilan.



5. Pengembangan Yurisprudensi yang Konsisten

Mahkamah Agung perlu lebih aktif dalam memberikan pedoman dan yurisprudensi yang
konsisten terkait penerapan hukum pembuktian, terutama dalam hal penilaian kekuatan alat
bukti dan standar pembuktian untuk jenis perkara tertentu. Publikasi dan diseminasi putusan-

putusan yang memiliki nilai preseden penting juga perlu ditingkatkan.

6. Penelitian dan Pengembangan Berkelanjutan

Diperlukan penelitian berkelanjutan tentang efektivitas sistem pembuktian di Indonesia dan
studi komparatif dengan sistem pembuktian di negara-negara lain. Hasil penelitian dapat

menjadi masukan bagi pembaruan hukum pembuktian yang lebih komprehensif di masa depan.

7. Edukasi Hukum bagi Masyarakat

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum pembuktian melalui program sosialisasi
dan edukasi hukum akan membantu masyarakat dalam mempersiapkan dan mengamankan
bukti-bukti yang relevan untuk kepentingan hukum mereka. Hal ini juga akan meningkatkan

akses masyarakat terhadap keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harahap, M. Yahya. (2016). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Y ogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka.

Prodjodikoro, Wirjono. (2012). Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Subekti, R. (2010). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.



Muhammad, Abdulkadir. (2015). Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya
Bakti.

Soeparmono, R. (2016). Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung: Mandar Maju.

Hadjon, Philipus M. et al. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia. Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 No. 44.

Indonesia. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, Staatsblad 1847 No. 52.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Afriana, A. (2018). "Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perspektif Hukum Acara Pidana
di Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(2), 231-248.

Budiarto, M. (2017). "Problematika Pembuktian dalam Perkara Perdata di Indonesia." Jurnal
Yudisial, 10(1), 45-62.



Dewi, S. (2019). "Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang dalam Hukum Acara
Pidana Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3), 567-584.

Prasetyo, T. (2020). "Beban Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara." Jurnal Hukum
Administrasi Negara, 8(1), 89-108.

Siahaan, P. (2018). "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia." Jurnal Hukum Teknologi, 5(2), 145-162.

Wibowo, A. (2019). "Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis
Kritis dari Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal Integritas Anti Korupsi, 4(1), 78-95.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Pid/2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 445 K/Pdt/2019.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156 K/TUN/2020.

BIODATA PENULIS

Vedro Guslan adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Bengkulu. Memiliki minat dalam bidang hukum acara dan hukum pembuktian. Dapat

dihubungi melalui email: guslan1102@gmail.com.

Reza Tri Mahendra adalah mahasiswa Program Studi [lmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Bengkulu. Memiliki ketertarikan dalam kajian hukum pidana dan hukum acara

pidana. Dapat dihubungi melalui email: rezatrimahendral3@gmail.com.

Abyan Haripraptiko adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Bengkulu. Fokus penelitian pada hukum perdata dan hukum acara perdata. Dapat

dihubungi melalui email: haripraptikoabyan@gmail.com.



Muhammad Alvin Sandjaya adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Bengkulu. Memiliki minat dalam bidang hukum tata usaha negara dan

hukum administrasi. Dapat dihubungi melalui email: muhammadalvin.boy0308@gmail.com.

Ria Anggraeni Utami, S.H., M.H. adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Bengkulu. Memiliki keahlian dalam bidang hukum acara dan telah
menghasilkan berbagai publikasi ilmiah di bidang hukum. Dapat dihubungi melalui email:

riaanggraeniutami@unib.ac.id.

Jurnal ini disusun sebagai bagian dari tugas akademik Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas

Hukum, Universitas Bengkulu tahun 2025.



	HUKUM PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: ANALISIS TEORITIS DAN PRAKTIS
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	I. PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian

	II. TINJAUAN PUSTAKA
	A. Pengertian Hukum Pembuktian
	B. Teori Kebenaran dalam Hukum Pembuktian
	C. Sistem Pembuktian
	D. Alat-Alat Bukti

	III. METODE PENELITIAN
	A. Jenis Penelitian
	B. Pendekatan Penelitian
	C. Sumber Bahan Hukum
	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
	E. Analisis Bahan Hukum

	IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Konsep dan Teori Hukum Pembuktian dalam Sistem Peradilan Indonesia
	B. Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata
	C. Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana
	D. Hukum Pembuktian dalam Hukum Tata Usaha Negara
	E. Tantangan dan Kendala Penerapan Hukum Pembuktian

	V. KESIMPULAN DAN SARAN
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	A. Buku
	B. Peraturan Perundang-Undangan
	C. Jurnal dan Artikel Ilmiah
	D. Putusan Pengadilan



